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ABSTRAKPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupanmasyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan priabakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, Persoalan yang rentan dansering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehinggaanak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yangdalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalahkewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hariperkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yangwarganegara asing, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangkewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran. Hal ini dilakukan untuk menjaminperlindungan hukum status anak,  anak dari perkawinan campuran dapat memilihkewarganegraan Republik Indonesia setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dari inilahanak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atausudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.Kata Kunci : Kewarganegaraan anak, Perkawinan Campuran
ABSTRACT
Marriage is a very important event in the life of society. This is because marriage is not only
about women and men will be the bride, but also the parents of both parties, the issue of
vulnerable and often arise in mixed marriages is a matter of citizenship of the child. Law on
Citizenship of time the principle of a single nationality so that children born of a mixed marriage
can only have one nationality, which is in the law determined that that should be followed is the
nationality of his father. This arrangement creates problems in the future if parents marriage
broke, of course the mother will have difficulty in obtaining the care of children of foreign
nationals, but since the enactment of Law No. 12 of 2006 on citizenship, children in mixed
marriages. This is done to ensure the legal protection status of children, children from mixed
marriages can choose citizenship of the Republic of Indonesia after 18 years of age or married,
of these children are obliged to choose citizenship at the age of 18 years or married, so they no
longer dual nationals.
Keywords: Child Citizenship, Mixed Marriage
I. PendahuluanPerkawinan adalah sesuatu yang sakral yangterjadi dalam kehidupan seorang manusiauntuk menjalanin kehidupannya tidak hanyamenyangkut kehidupan kedua belah pihakcalon mempelai pria dan wanita saja tetapijuga menyangkut keluarga dan masyarakat.1
1 Andrean Hartawan, Status-
Kewarganegaraan Anak dari Hasil Perkawinan
Campuran, http://andreanhartawan-
Perkawinan dianggap suci dikarenakandidalamnya terdapat kaedah- kaedah agama,dimana manusia tidak dapat hidup sendiri,sehingga mereka harus bergantung padaorang lain yang dalam hal ini suatuperkawinan dapat membentuk keluarga.
ngeblogs.blogspot.com/2011/11/status-
kewarganegaraan-anak-dari-hasil.html, (diakses,23 Februari 2014)
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Di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional  Nomor 1tahun 1974 (selanjutnya disebut UUPerkw)berlaku berbagai hukum perkawinan bagiberbagai golongan warga negara. Hukumperkawinan yang berlaku adalah hukumadat, hukum agama, Kitab Undang-UndangHukum Perdata (selanjutnya disebutKUHPdt)  dan peraturan mengenaiperkawinan campur.Perkawinan campuran sebelum adanyaUUPerkw diatur dengan Koninklijk BesluitTanggal 29 Desember 1896 nomor 23.Peraturan ini disebut Regeling OP de
Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebutRGH) yang dikenal dengan istilah PeraturanPerkawinan Campuran.Pasal 1 RGH mendefenisikan bahwaperkawinan campuran sebagai“Perkawinan antara orang-orang yang diIndonesia tunduk kepada hukum-hukumyang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2RGH menyebutkan bahwa, “Seorangperempuan (isteri) yang melakukanperkawinan campuran selama itu belumputus, maka si perempuan  tunduk kepadahukum hukum yang berlaku untuk suaminya,baik hukum publik maupun hukum sipil”.2Dari pengertian Pasal 1 RGH yangtelah disebutkan di atas, maka hal tersebuttermasuk pula perkawinan-perkawinan yangdilangsungkan di luar negeri antara duaorang Warga Negara Indonesia yang diIndonesia tunduk pada hukum yangberlainan atau antara seorang Warga NegaraIndonesia dan seorang asing, akan tetapi,bilamana pihak atau pihak-pihak yangdahulu tunduk pada seluruh atau sebahagiandari hukum perkawinan KUHPdt, maka bagiperkawinan tersebut berlakulah ketentuanPasal 83 KUHPdt yang menyatakan bahwa:Perkawinan-perkawinan yangdilangsungkan di luar Indonesia, baikantara warga negara Indonesia satusama lain, maupun antara merekadengan warga negara lain, adalah sah,jika perkawinan-perkawinan itudilangsungkan menurut cara yang lazimdalam negeri, dimana perkawinan itudilangsungkan, dan suami-istri warga
2 Maria Ulfah Sudibyo, Perjuangan Untuk
Mencapai Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta:Yayasan Idayu, 1981), halaman 29
negara Indonesia, tidak melanggarketentuan-ketentuan tersebut dalambagian ke satu bab ini.Dalam KUHPdt tidak terdapat defenisitentang perkawinan. hal ini disebabkankarena hubungan perkawinan dianggaphanya dalam hubungan perdata saja.3Merupakan suatu tindakan hukumyang dilakukan dengan maksud akan hidupbersama dengan kekal antara dua orangyang berjenis kelamin berlainan dandilangsungkan menurut cara yangditetapkan oleh pemerintah.Setelah UUPerkw dinyatakan berlaku,makna yang terkandung dalam perkawinancampuran dipersempit. Ini dapat terlihatdalam Pasal 57 yang menegaskan bahwa,“Perkawinan campuran adalah perkawinanantara dua orang yang di Indonesia yangtunduk pada hukum yang berlainan, karenaperbedaan kewarganegaraan dan salah satupihak berwarganegara Indonesia”.Dengan keluarnya UUPerkwnasional, pembuat undang-undangmemberikan pengertian perkawinancampuran dalam arti hanya perkawinanantara Warga Negara Indonesia (selanjutnyadisebut WNI) dan Warga Negara Asing(selanjutnya disebut WNA). Disamping itu,UUPerkw juga tidak menentukan menuruthukum pihak mana perkawinan campuranitu dilangsungkan.Dengan banyak terjadinya perkawinancampur di Indonesia sudah seharusnyaperlindungan hukum dalam perkawinancampuran ini diatur dengan baik dalamperundang-undangan di Indonesia terutamajuga masalah anak.Selama hampir setengah abadpengaturan kewarganegaraan dalamperkawinan campuran antara Warga NegaraIndonesia dengan Warga Negara Asing yangmengacu pada Undang-UndangKewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958,seiring berjalannya waktu, undang-undangtersebut dinilai tidak sanggup lagi mengaturkepentingan para pihak dalam perkawinancampuran, terutama perlindungan untukpihak istri dan anak.
3 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Jakarta: Pradyna Paramitha, 1990),halaman 7
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Barulah pada 11 Juli 2006, DewanPerwakilan Rakyat (selanjutnya disebutDPR) mengesahkan Undang-UndangKewarganegaraan yang baru. Lahirnyaundang-undang tersebut disambut gembiraoleh sekelompok kaum ibu yang menikahdengan warganegara asing, walaupun prodan kontra masih saja timbul, namun secaragaris besar undang-undang baru yangmemperbolehkan dwi kewarganegaraanterbatas ini sudah memberikan pencerahanbaru dalam mengatasi persolan-persoalanyang lahir dari perkawinan campuran.Persoalan yang rentan dan seringtimbul dalam perkawinan campuran adalahmasalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lamamenganut prinsip kewarganegaraan tunggalsehingga anak yang lahir dari perkawinancampuran hanya bisa memiliki satukewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yangharus diikuti adalah kewarganegaraanayahnya. Pengaturan ini menimbulkanpersoalan apabila dikemudian hariperkawinan orang tua pecah, tentu ibu akankesulitan mendapat pengasuhan anaknyayang warganegara asing.Undang-Undang No.12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan (selanjutnyadisebut UUKW) memang dapat dikatakansebagai salah satu dari sedikit produkfenomenal dibidang legislasi yang berhasildihasilkan DPR Republik Indonesia Periode2005 – 2009.Salah satu Pasal UUKWmenggambarkan dengan jelas jaminanterhadap    hak-hak pasangan perkawinancampuran adalah terdapat dalam Pasal 19Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “WargaNegara Asing yang kawin secara sah denganWarga Negara Indonesia dapat memperolehKewarganegaraan Republik Indonesiadengan menyampaikan pernyataan menjadiwarganegara di hadapan Pejabat”.Sementara itu, pada ayat berikutnyadalam Pasal 19 UUKW disebutkan bahwauntuk memperoleh kewarganegaraanIndonesia, maka selain menyampaikanpernyataan pada Pejabat, Warga NegaraAsing yang menikahi Warga NegaraIndonesia dipersyaratkan telah bertempattinggal di wilayah negara Republik Indonesia
paling singkat 5 tahun berturut-turut ataupaling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.Ketentuan kemudian langsungditindaklanjuti dengan Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.02–HL.05.06 Tahun2006 tentang Tata Cara MenyampaikanPernyataan Untuk Menjadi Warga NegaraIndonesia.Menurut UUKW yang baru tersebutyaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan, menganut prinsip“Iussoli”, yaitu menjadi warga negara karenakelahiran. Dan hal ini berdasarkan betapapahitnya kehidupan anak-anak tersebut yangterombang-ambing oleh ketidak-jelasanstatus kewarganegaraan mereka. Takterbilang kasus memilukan yang sering kalimenyentuh rasa kemanusiaan kita, dimanaada asumsi bahwa apakah hal tersebut akanmengakibatkan harus terusir dari Indonesiahanya lantaran ketentuan hukum terdahuluyang seharusnya justru mengayomi paraisteri dan anak-anak.Mengingat dimana undang-undangsebelumnya mendasarkan pada asas “Ius
sanguinis” yaitu penentuankewarganegaraan berdasarkan keturunan,maka dalam undang-undang yang baru inijuga mendasarkan pada asas “Ius soli“ yaitupenentuan juga kewarganegaraanberdasarkan negara tempat kelahiran. Kalauundang-undang sebelumnya memakai asaskewarganegaraan tunggal (satukewarganegaraan bagi setiap orang).Sedangkan dalam undang-undang yang baruini menerapkan juga asas kewarganegaraanganda terbatas pada anak-anak.Selama ini perbedaankewarganegaraan antara anak dan ibu dalamperkawinan campuran telah melahirkanberbagai kesulitan bagi perempuan WNI.Katakanlah ia harus mengurus izin tinggalanaknya dengan visa kunjungan sosial ataubudaya, maka biaya yang timbul dari prosesitu adalah biaya permohonan visa,perjalanan keluar Indonesia untukmengambil visa, menunggu prosesnyaselama dua hari kerja (ada biaya hotel,transportasi visa), melaporkan kedatangan,perpanjangan visa setiap bulan, pelaporanorang asing, setelah enam bulan mengajukan
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permohonan izin tinggal baru dan perjalananke luar Indonesia lagi selama tiga hari.Jika keberadaan anak WNA tidakpernah dilaporkan karena ketidaktahuanatau karena tidak mampu, maka pilihannyaadalah membayar denda overstay, anak dideportasi atau dalam Undang-Undang No. 9Tahun 1992 Tentang Kemigrasian dikenalpidana dengan tuduhan menyembunyikanorang asing illegal atau tidak berdasarkanhukum.Anak yang lahir dari perkawinancampuran yang memiliki ayah dan ibunyamemiliki kewarganegaraan yang berbeda.Berdasarkan Undang-UndangKewarganegaraan yang lama anak hanyamengikuti kewarganegaraan ayahnya yangpada saat ini di Indonesia kebanyakan warganegara ayah adalah WNA. Namunberdasarkan Undang-UndangKewarganegaraan yang baru anak akanmemiliki dua kewarganegaraan.Berdasarkan latar belakang yangdisampaikan maka yang menjadipermasalahan adalah bagaimanakah hakanak dari perkawinan campuran setelahkeluarnya Undang-undang Nomor: 12 Tahun2006 dan bagaimanakah cara memperolehKewarganegaraan Indonesia terhadap anakyang lahir  dari perkawinan campuranmenurut Undang-undang Nomor: 12 Tahun2006.
I. Perkawinan Campuran  di
Indonesia.
1. Pengertian Perkawinan
Campuran.Dasar Yuridis Perkawinan Campuran diIndonesia sebagaimana termuat dalam Pasal57 UUPerkw Tentang Perkawinan, yaitu :“Perkawianan campuran ialah perkawinanantara dua orang yang di Indonesia tundukpada hukum yang berlainan, karenaperbedaan kewarganegaraan dan salah satupihak berkewaganegaraan Asing dan salahsatu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.Konsep perkawinan campuranmenurut UUPerkw  berlainan dengan konsepperkawinan campuran dalam staatblaad1898-158 Pasal 1 “Perkawinan campuranadalah Perkawinan antara orang-orangIndonesia tunduk kepada hukum-hukum
yang berlainan”. penyebab hukum yangberlainan adalah karena perbedaankewarganegaraan, tempat, golongan danagama, sedangkan perkawinan campuranUUPerkw hanya menekankan padaperbedaan kewarganegaraan  dan salahsatunya harus kewarganeraan Indonesia.4Defenisi Perkawinan Campuran dalamPasal 1 RGH menurut Sudargo Gautamamemiliki ruang lingkup yang meliputi :1. Perkawinan campuran antar tempat(interlokal), yaitu perkawinan antaraorang-orang Indonesia sendiri yangberasal dari suku atau daerah yangberlainan dan hidup dalam berbagailingkungan hukum,.2. Perkawinan campuran antar agama(interreligieus), yaitu perkawinan antaraorang-orang yang di Indonesiamenganut agama yang berbeda.3. Perkawinan campuran antar golongan(intergentiel), yaitu perkawinan antaraorang-orang yang di Indonesia berasaldari golongan penduduk yang berbeda. 5Gouw Giok Siong membagiperkawinan campuran  menurut historis dansistematisnya, adalah :a. Perkawian campuran Internasional.Menurut Gouw perkawinaninternasional selalu merupakanperkawinan campuran. Perkawinanantara warganegara dan orang asingjelas merupakan perkawian yang berdadibawah hukum yang berlainan. darisebuah kputusan Hakim PengadilanNegeri Jakarta 1 September 1954,ternyata perkawianan yangdilangsungkan di Kairo antara seoranglaki-laki warga negara Indonesia denganseorang perempuan waraga negaraMesir berdasarkan Pasal 2 dan 10 RGHmerupakan perkawinan campuran.b. Perkawian campuran antar-regio.Perkawian antarregio adalahPerkawinan campuran sebelum  tanggal27 Desember 1949 hukum interregionalini masih mempunyai arti, tetapi
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata
Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),halaman 1045 Sudargo Gautama, Segi-Segi Peraturan
Perkawinan Tjampuran, (Bandung: Alumni,1973), halaman 2
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sekarang hanya merupakan sejarah.Dasar dari hubungan hukuminterregional ini adalah Pasal 16
Algemene Bepalingen van Wetgevingselanjutnya disebut AB. Bagi kaulaBelanda yang berasal dari HindiaBelanda dan berada di Negeri Belandaatauu lain jajahan dari kerajaan Belanda,tetap berlaku hukum yang dikenal “staat
en bevoegheid”, yang tengah berlaku diBelanda, kecuali bila mana ia bertempattinggal dan menetp di Negeri lain,dimana berlaku hukum setempat karenaterjadi perkawinan campuran.c. Perkawiana campuran antar tempat.Perkawiana campuran antar tempatadalah : antara kaula negara dan kaulaswapraja, antara orang Indonesia (asli)sendiri dan berasal  dari atau berdiamdalam masyarakat dan lingkunganhukum yang berlainan, antara
justiabelen pengadilan asli,  antaraorang arab yang berasal dari atauberdiam dalam masyarakat danlingkungan hukum berlainan, sebelum1924 antara orang Tionghoa yangberasal  dari atau berdiam dalammasyarakat dan lingkungan hukum yangberlainan.d. Perkawinan campuran antar agama,adalah :1. Antara Indonesia Nasrani danIndonesia bukan Nasrani.2. Antara Indonesia Islam dan bukanIslam.3. Antara Arab Nasrani dan Arab bukanNasrani.4. Antara Indonesia Hindu dan bukanHindu.e. Perkawinan  campuran antar golongan.Berlaku untuk Perkawinan antargolongan rakyat dari Pasal 163 IS.Berdasarkan UUPerkw tersebutmenganut beberapa asas dalam pelaksanaanperkawinan. Asas-asas tersebut juga berlakubagi perkawinan campuran karena adanyaperbedaan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang tertuang dalam UUPerkw  ada jugamenyebutkan sebagai berikut :6a. Asas Perkawinan terdaftar.
6 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, halaman70-73
Perkawinan yang dilakukan menuruthukum agama yang sah menurut hukumpositif, apabila didaftarkan padalembaga pencatatan perkawinan.Perkawinan yang tidak terdaftar tidakakan diakui sah mnurut undang-undangyang berlaku.b. Asas membentuk keluarga yang bahagiadan kekal.Sekali kawin dilakukan, berlangsunglahia seumur hidup, tidak boleh diputuskanbegitu saja. perkawinan kekal tidakmengenal jangka waktu, tidak mengenalbatas waktu. perkawinan yang bersifatsementara bertentangn dengan asas ini ,jika juga dilakukan maka perkawinan itubatal.c. Asas kebebasan berkehendak.Perkawinan harus berdasarkanpersetujuan  bebas antara seorang priadan seorang perempuan yang  akanmelangsungkan perkawinan.Persetujuan bebas artinya suka samasuka, tidak ada paksaan dari pihak lain.d. Asas pencatatan perkawinan.Setiap perkawinan yang dilakukanmenurut hukum agama sah menuruthukum positif, apabila didaftarkan padalembaga pencatatan perkawinan.Perkawinan yang tidak terdaftar tidakakan diakui sah menurut undang-undang ini.e. Asas monogami terbuka.Perkawinan itu hanya dibolehkandilakukan antara seorang laki-laki danseorang perempuan, yang berarti bahwadalam waktu yang sama seorang suamidilarang untuk kawin lagi denganperempauan lain.f. Asas kematangan jiwa.Perkawinan dapat dilakukan olehmereka yang sudah dewasa yaituseudah genap 21 tahun, tetapi apabilasebelum 2 tahun mereka akanmelangsungkan perkawinan, batas umurminimal bagi wanita 16 tahun, bagi pria19 tahun.g. Asas mempersulit perceraian.Asas ini ada hubungannya dengantujuan perkawinan kekal, dankebebasan untuk kawin. Asas inimenuntut kesadaran  pihak-pihak untukberpikir dan bertindak secara matang
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dan dewasa sebelum melangsungkanperkawinan. Sekali perkawinandilangsungkan, sulit untuk dilakukanperceraian, karena perkawinan itukekal.h. Asas keseimbangan.Suami-istri mempunyai kedudukan yangseimbang dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidupbermasyarakat. Masing-mading pihakberhak melakukan perbuatan hukum.Suami sebaai kepala keluarga istrisebagai ibu rumah tangga. diantarakeduanya suami-istri tidak  ada yangsatu mempunyai kedudukan diatasdibawah yang lainnya.Sebagaimana yang telah diutarakandi atas, maka telah dikeluarkan peraturanperundang-undangan yang baru yangberkaitan dengan perkawinan campurantentang Kewarganegaraan yaitu :a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006Tentang UUKW.b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun2007 Tentang Tata Cara Memperoleh,Kehilangan, Pembatalan, danKembalinya Kewarganegaraan RepublikIndonesia.c. Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pendaftaran UntukMemperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia berdasarkan Pasal41 dan Memperoleh KembaliKewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan Pasal 42 Undang-UndangNo. 12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan Republik Indonesia.d. Peraturan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata CaraMenyampaikan Pernyataan UntukMenjadi Warga Negara Indonesia.Berdasarkan Pasal 1 UUPerkw yangmenyatakan perkawinan adalah “ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah-tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”.7 Perkawinan merupakan
7 Badan Penyuluhan Hukum DepartemenAgama RI, Dirjen Pembinaan dan PenyuluhanAgama Islam, halaman 94
ikatan lahir batin, harus berdasarkanpersetujuan kedua belah pihak yang akanmelangsungkan perkawinan, tidak boleh adapaksaan dari pihak manapun.8Perkawinan merupakan hak asasisetiap manusia yang tidak dapat dipaksakanoleh siapapun. Hal ini sebagaimana yangdiungkapan oleh Nani Suwondo yangmenyatakan bahwa, “perbedaan agama,bangsa atau asal sama sekali bukan menjadihalangan untuk berkawin”.9Namun begitu,dalam pelaksanaannya tidak bolehbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UUPerkw.Berdasarkan Pasal 1 UUPerkw,perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masing-masing agamanyadan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinanharus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10 Sedangkanpencatatan perkawinan dilaksanakan olehistansi yang berwenang untuk itu. Untukyang beragama Islam dilakukan olehpegawai pencatat menurut Undang-UndangNo. 52 Tahun 1954 Tentang Pencatatan NT(Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatanperkawinan selain untuk agama Islamdilakukan oleh pegawai Kantor PencatatanSipil. Sementara itu, berdasarkan UUPerkwyang mengatakan perkawinan campuranadalah perkawinan antara 2 (dua) orangyang di Indonesia tunduk pada hukum yangberlainan, karena perbedaankewarganegaraan dan salah satu pihakberwarga Negara Indonesia.11
II. Hak Anak dari Perkawinan
Campuran Setelah Keluarnya
Undang-undang Nomor: 12 Tahun
2006Hak menurut Kamus Hukum adalah :kekuasaan atau wewenang yang dimilikiseseorang untuk mendapatkan atau berbuatsesuatu, dalam bahasa belanda istilah ini
8 K. Wan Tjik Saleh, Uraian Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoefe, 1975),halaman 739 Nani Suwondo, Loc. Cit10 Pasal 2 ayat (2) UUPerkw.11 Pasal 57 UUPerkw
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disebut Recht dan dalam bahasa Inggrisdisebut Right.12Kewajiban menurut bahasaIndonesia adalah : Sesuatu yang harusdikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakanatau pun sesuatu yang berkenaan dengantugas atau pekerjaan.13Hak anak menurut undang-undangkesejahteraan anak adalah :141. Anak berhak atas kesejahtearn,perawatan, asuhan dan bimbinganberdasarkan kasih sayang baik dalamkeluarganya maupun di dalam asuhankhusus untuk tumbuh dan berkembangdengan wajar.2. Anak berhak atas pelayanan untukmengembangkan kemampuan dankehidupan sosialnya, sesuai dengannegara yang baik dan berguna.3. Anak berhak atas pemeliharaan danperlindungan, baik semasa dalamkandungan maupun sesudah dilahirkan.4. Anak berhak atas perlindunganterhadap lingkungan hidup yang dapatmembahayakan atau menghambatpertumbuhan dan peerkembangandengan wajar.Sedangkan Hak  dan kewajiban anakmenurut Undang-undangan  perlindungananak yaitu :151. Setiap anak berhak atas suatu namasebagai identitas diri statuskewarganegaraan.2. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, berkembang, berpartisipasidan kebebasan sesuai dengan hukum.3. Setiap anak berhak untuk mengetahuiorang tuanya, dibesarkan dan diasuholeh orang tuanya sendiri, dalam halorang tua yang tidak mampu menjamintumbuh dan erkembangnya anak, anak
12 Simorangkir dan Rudy T. Erwin, Kamus
Hukum, (Jakarta:, Sinar Grafika, 2000), halaman60 13 Em Zulfazri dan Ratu Aprilia Senja,
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: DifaPublisher), halaman 85914 Pasal 2 Undang-undang nomor  4 tahun1979 Tentang Kesejahteraan anak15 Lihat Pasal 4 sampai dengan Pasal 18Bab III mengenai hak dan Kewajiban Undang-undang Perlindungan Anak
tersebut berhak diasuh atau diangkatsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.4. Setiap anak berhak memperolehpelayanan kesehatan.5. Setiap anak berhak memperolehpendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadinya,sedangkan anak yang cacat berhakmemperoleh pendidikan luar biasa danbagi anak yang memiliki keunggulanjuga berhak mendapatkan pendididikankhusus.6. Setiap anak berhak memperolehperlindungan dari sasaran penganiyaandan penyiksaan.7. Setiap anak yang dirampas kebebsanyaberhak untuk mendapatkanperlakukaan secara manusiawi, bantuanhukum, membela diri dalammemperoleh keadilan.8. Setiap anak berkewajiban untuk :a. Menghormati orang tua, wali danguru.b. Mencintai keluarga, masyarakat danmenyayangi teman;c. Mencintai tanah air, bangsa dannegara;d. Menunaikan ibadah sesuai denganajaran agamanya;e. dan Melaksanakan etika dan akhlakmulia.UUPerkw memang tidak mengaturhak-hak anak, karena tujuan undang-undangini mengatur pasangan suami istri, walaupundemikian juga diatur tentang tanggungjawaborang tua terhadap anak-anak dalam Bab XPasal 45 sampai dengan Pasal 49, sebagaiberikut :a. Kedua orang tua wajib memelihara danmendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampaianak itu kawin atau dapat berdirisendiri dan berlangsung terus-menerusmeskipn perkawinan antara keduaorang tua putus;b. Orang tua mewakili anak yang dibawahkekuasaanna, mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan diluarpengadilan;c. Orang tua tidak diperbolehkanmemindahkan hak atau menggadaikanbarang-barang tetap yang dimiliki
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anaknya yang belum brumur 18(delapan belas)  tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan,kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;d. Meskipun orang tua diberi kekuasaanya,mereka masih tetap berkewajiban untukmemberi biaya pendidikan kepadaanaknya.Menurut Aminah Aziz Keseluruhanhak-hak anak yang dilindungi hukum akandapat berhasil guna bagi kehidupan anak,apabila syarat-syarat sebagai berikutdipenuhi  :161. Faktor ekonmi dn sosial yang dapatmenunjang keluarga anak.2. Nilai budaya yang memberikankesempatan bagi pertumbuhan anak.3. Solidaritas anggota masyarakatuntuk meningkatkan kehidupananak.Hak dan kedudukan istri adalahseimbang dengan hak dan kedudukan suamidalam kehidupan rumah tangga danpergaulan hidup bersama dalammasyarakat”.17 Sementara itu Undang-undang Kesejahteraaan Anak menyatakan :orang tua adalah yang pertama-tamabertanggungjawab atas terwujudnyakesejahteraan anak baik secara rohani,jasmani maupun sosila. Bila orang tuaterbukti melalaikan tanggungjawab,sehingga mengakibatkan timbulnyahambatan dalam pertumbuhanperkembangan anak, kuasa asuh dapatdicabut.18Dalam ketentuan Pasal 45 angka 1dan 2 UUPerkw, diatur mengenai hak dankewajiban orang tua memelihara danmendidik anak-anaknya sampai merekakawin dan dapat berdiri sendiri, 19 ini berarti
16 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan
Anak, (Medan: USU press, 1989), halaman 2717 Lihat Pasal 31 ayat 1 UUPerkw18 Lihat Pasal 9 dan 10  Bab IIITanggungjawab orang tua terhadapkesejahteraan anak Undang-undang No. 4 Tahun1979 tentang Kesejahteraan Anak19 Pasal 45 angka 1 dan 2 UUPerkwmenyatakan :(1) Kedua orang tua wajib memeliharadan mendidik anak-anak merekasebaik-baiknya.
walaupun anak-anaknya sudah kawin, jikakenyataanya belum dapat berdiri sendirimasih tetap merupakan kewajiban orang tuauntuk memperhatikan anaknya, sementaradalam KUHPdt hanya sampai anak itudewasa berumur genap 21 tahun.20Menurut UUKW Pasal 41 dan 42 padaintinya hak seseorang untuk memperolehkewarganegaraan Indonesia. BerdasarkanPasal 42, kewarganegaraan diberikan padaWNI yang  mukim diluar negeri setidaknya 5(lima) tahun,tetapi ia tidak melaporkan dirike perwakilan Republik Indonesia. Demikianpula pada mereka yang telah kehilanganstatus WNI sebelum 1Agustus 2006.Namun perolehan kembali itudibatasi selama tiga tahun sejak UU tersebutdiundangkan. Selain itu, perolehan kembaliitu juga harus tidak mengakibatkankewarganegaraan ganda. Adapun hakmenurut Pasal 41 diberikan pada anak hasilperkawinan campuran antara ayah atau ibuWNI dan warga negara asing. Jangka waktupendaftarannya dibatasi 4 (empat) tahunsejak diundangkan.Anak yang dimaksud dalam Pasal 41UUKW itu mengacu pada status anakmenurut Pasal 4 UUKW. Ukurannya,pertama, anak yang lahir karena hasilperkawinan yang sah. Kedua, anak yang lahirdari perkawinan tidak sah. "Dan ketigaadalah anak-anak yang lahir dalam wilayahteritori Republik Indonesia.Dalam Hukum Islam memakai istilah
hadhanah artinya pemeliharaan anak yangmaksudnya mengasuh anak, KHI sebagaipedoman bagi Pengadilan agama memakaiistilah pemeliharaan anak atau hadhanahyang didefinisikan sebagai kegiatanmengasuh, memeliharaan mendidik anak-anak sehingga dewasa atau mampu berdirisendiri, sedangkan Istilah perwalian,penguasaan anak dan pemeliharaan anakdipakai oleh KUHPerdata, dan juga istilahpengusaan anak dipakai dalam  Undang-
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksuddalam ayat (1) pasal ini berlakusampai anak itu kawin atau dapatberdiri sendiri, kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinanantara kedua orang tua putus20 Lihat Pasal 330 KUHPdt
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unang Nomor 7 Tahun 1989 tentang HukumAcara Peradilan Agama.Secara yuridis tidak disebutkandidalam UUKW tentang hak dan kewajibananak, tetapi  secara tersirat bahwa hak anakterletak  pada saat dilahirkan  di Indonesiadianggap berkewarganegaraan RepublikIndonesia, sehingga anak nantinyaberkewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan). Hal ini dilakukan untukmenjamin perlindungan hukum status anak,dari hal inilah anak berkewajiban untukmemilih kewarganegaraan pada saatberumur 18 Tahun atau sudah kawin,sehingga tidak lagi berkewarganegaraanganda. 21
III. Penerapan  Prosedur pendaftaran
Kewarganegaraan Indonesia
terhadap anak yang lahir  dari
perkawinan campuran menurut
Undang-undang Nomor: 12 Tahun
2006.
1. Prosedur Pendaftaran
Kewarganegaraan.Setiap negara berwenangmenentukan siapa-siapa yang menjadi warganegaranya, dalam hal ini setiap negaramemiliki kedaulatan. Negara tidak terikatoleh negara lain dalam menentukankewarganegaraan Negara lain juga tidakberhak menentukan atau turut campurdalam menentukan kewarga negaraan suatunegara. 22Negara Indonesia telah menentukansiapa-siapa yang menjadi warganegaraIndonesia. ketentuan tersebut  tercantumdalam Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945,sebagai berikut :1. Yang menjadi warganegaraadalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orangbangsa lain yang disahkan dengnUndang-undang sebagai warganegara.2. Penduduk adalah warga negaraIndonesia an orang asing yangbertempat tinggal di Indonesia.
21 Lihat Pasal 6 UUKW.22 Sri Jutmini dan winarno, Op.Cit, halaman154
3. Hal-hal mengenai warga negara danpenduduk diatur dengan undang-undang.Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dapat menjadi warga negaraIndonesia adalah : 23a. Orang-orang bangsa Indonesia Asli.adalah warga negara yang dulunya padazaman Belanda digolongkan sebagaigolongan penduduk  Bumi putra. selainitu orang menjadi warganegaraIndonesia karena Naturalisasi dapat puladianggap sebagai orang Indonesia asli,apabila mereka secara turun temurunbertempat tinggal di Indonesia, bersikapdan berpikir secara Indonesia, setiakepada Negara Republik Indonesia,falsafah Pancasila dan Undang-undangDasar 1945.b. Orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan undang-undangmenjadi warganegara.merupakan orang peranakan Belanda,Tionghoa dan peranakan Arab bertempattinggal di Indonesia, mengakui Indonesiasebagai tanah airnya dan bersikap setiakepada negar kesatuan RepublikIndonesia. Jadi ada beberapa syarat agarorang bangsa lain dapat menjadi warganegara indonesia, adalah :1. Bertempat tinggal di Indonesia.2. Mengaku Indonesia sebagai tanahairnya.3. Bersikap setia kepada NegaraKesatuan Republik Indonesia.Berdasarkan Pasal 26 ayat (2)Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan“bahwa penduduk negara Indonesia terdiriatas 2 (dua) yaitu : warganegara dan orangasing”. Namun demikian, dalam menentukankewarganegaran seseorang maka negaratidak boleh melanggar “general principles”atau asas-asas umum hukum internasionaltentang kewarganegaraaan.24 Suatu negaratidak boleh memasukan orang-orang yangsama sekali tidak ada hubungan sedikit pundengan negara yang bersangkutan sebagaiwarganegaranya, misalnya : Indonesia bebas
23 Pasal 26 ayat (1)  Undang-undang Dasar1945 24 Sri Jutmini dan Winarno, Op.Cit, halaman155
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mnentukan siapa yang akan menjadiwarganegara, tetapi Indonesia tidak dapatmenyatakan bahwa semua orang  yang adadi kutub selatan ada juga warga negaranya.Suatu Negara tidak  bolehmenentukan kewarganegaraan berdasarkanunsur-unsur primordial yang dirasakanbertentangan dengan prinsip-prinsip hukumumum (general principles), misalnyaIndonesia tidak dapat menyatakan bahwayang dapat menjadi warga ngara Indonesiaadalah orang yang beragama islam saja atauorang dari suku jawa saja.25Warganegara Indonesia Pasal 4UUKW adalah :a. Setiap orang yang berdasarkanperaturan perundang-undangandan/atau berdasarkan perjanjianPemerintah Republik Indonesia dengannegara lain sebelum Undang-undang iniberlaku sudah menjadi Warga NegaraIndonesia;b. Anak yang lahir dari perkawinan yangsah dari seorang ayah dan ibu WargaNegara Indonesia;c. Anak yang lahir dari perkawinan yangsah dari seseorang ayah Warga NegaraIndonesia dan ibu Warga Negara Asing;d. Anak yang lahir dari perkawinan yangsah dari seorang ayah Warga NegaraAsing dan ibu Warga Negara Indonesia.e. Anak yang lahir dari perkawinan  yangsah dari seorang ibu Warga NegaraIndonesia, tetapi ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan atauhukum negara asal ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan  atauhukum negara asal ayahnya tidakmemberikan kewarganegaraan  kepadaanak tersebut;f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu300 (tiga ratus) hari setelah ayahnyameninggal dunia dari perkawianan yangsah dan ayahnya Warga NegaraIndonesia;g. Anak yang lahir di luar perkawinan yangsah dari seorang Warga NegaraIndonesia;h. Anak yang lahir di luar perkawinan yangsah dari seorang ibu Warga NegaraAsing yang diakui oleh seorang ayahWarga Negara Indonesia sebagai
25 Ibid
anaknya dan pengakuan itu dilakukansebelum anak terseb berusia 18(delapan belas) tahun atau belumkawin;i. Anak yang lahir di wilayah negaraRepublik Indonesia yang pada waktulahir tidak jeas status kewarganegaraanayah dan ibunya;j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesiaselama ayah dan ibunya tidak diketahui;k. Anak yang lahir di wilayah negaraRepublik Indonesia apabila ayah danibunya tidak mempunyaikewarganegaraan atau tidak diketahuikeberadaannya;l. Anak yang dilahirkan di luar wilayahnegara Republik Indonesia dariseseorang ayah dan ibu Warga NegaraIndonesia yang karena ketentuan darinegara tempat anak tersebut dilahirkanmemberikan kewarganegaraan kepadaanak yang bersangkutan;m. Anak dari seorang ayah atau ibu yangtelah dikabulkan permohonankewarganegaraanya, kemudian ayahatau ibunya meninggal dunia sebelummengucapkan sumpah atau menyatakanjanji setia.Dalam praktek yang terjadi sehari-hari yang menjadi persoalankewarganegaraan  justru ketika perkawinanakan dilangsungkan, karena pria maupunistri berbeda kewarganegaran yaitu WNIdengan WNA, sehingga diperlukan suatuperaturan-peraturan hukum untukmenyelesaikan hal tersebut, yangpelaksanaan perkawinan campuran diIndonesia diterapkan  sesuai denganketentuan yang termuat UUPerkwmenyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinandicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.26Syarat-syarat yang ditentukan dalamPerkawinan yang berlaku bagi perkawinancampuran karena adanya perbedaankewarganegaraan, menyebutkan :271. Perkawinan harus didasarkan ataspersetujuan kedua calon mempelai.2. Untuk melangsungkan perkawinanseorang yang belum memcapai
26 Pasal 2 UU ayat (2) UUPerkw27 Pasal 6 dan 7 KUHPdt
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umur 21 (dua puluh satu) tahun,harus mendapat izin kedua orangtua.3. Dalam hal salah seorang dari keduaorang tua talah meninggal duniaatau dalam keadaan tidak mampumenyatakan kehendaknya, makaizin dimaksud dalam ayat (2) pasalini, cukup diperoleh dari orang tuayang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakankehndaknya.4. Dalam hal orang tua telahmeninggal dunia atau dalamkeadaan tidak mampu untukmenyatakan kehendaknya, makaizin tersebut dapat diperoleh dariwali, orang yang memelihara ataukeluarga yang mempunyaihubungan darah dalam garisketurunan lurus ke atas selamamereka hidup dan dalam keadaandapat menyatakan kehendaknya.5. Dalam hal ada perbedaan pendapatantara orang-orang yang tersebutdalam ayat (2), (3) dan (4) pasalini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakanpendapatnya, maka Pengadilandalam daerah hukum tempattinggal orang yang akanmelangsungkan perkawinan ataspermintaan orang tersebut dapatmemberikan izin setelah lebihdahulu mendengar orang-orangtersebut dalam ayat (2), (3) dan (4)pasal ini.6. Keterangan yang sebagaimanadisebutkan dalam ayat (1) sampaidengan ayat (5) pasal ini berlakusepanjang hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itudari yang bersangkutan itu tidakmenentukan lain.7. Perkawinan hanya diizinkan jikapria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihakwanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun.Sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentang syarat perkawinan yang bersifatumum, maka dapat dilihat beberapa tata cara
pelaksanaan perkawinan campuran diIndonesia yang menganut prinsip domisilidan prinsip nasionalitas yang dianggap sah,apabila memenuhi kriteria antara lain, yaitu :a. Perkawinan campuran yangdilangsungkan di Indonesiadilakukan menurut ketentuanUUPerkw”, maka dapat dikatakanbahwa pasal tersebut mengandungketentuan prinsip domisili, karenaberlaku ketentuan hukumIndonesia walaupun salah satupihak dalam perkawinan tersebutadalah pihak warga Negara asing.28b. Perkawinan campuran tidak dapatdilangsungkan sebelum terbuktibahwa syarat-syarat perkawinanyang ditentukan oleh hukum yangberlaku bagi pihak masing-masingtelah terpenuhi. Dari pernyataantersebut dapat dikatakan bahwaketentuan tersebut mengandungprinsip nasionalitas (personalitas),karena disamping harus tundukpada ketentuan yang berlaku diIndonesia, juga yang bersangkutanharus memenuhi ketentuan hukumyang berlaku dari negara asal salahsatu calon mempelai dariperkawinan tersebut.Dalam hal perkawinan campuran,anak juga menjadi permasalahan untukmendapat kewarganegaraan RepublikIndonesia pada peraturan Perundang-undangan dulu yaitu Undang-undang Nomor62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan,tetapi setelah keluarnya Undang-undangUUKW nomor 12 tahun 2006 yang berlakumulai diterapkan pada tanggal  5 Oktober2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan hakasasi manusia Republik Indonesia NomorM.01-HL.03.01 tahun tentang Tata carapendaftaran memperoleh kewarganegaranRepublik Indonesia  (selanjutnya disebutPermen Daftar).Berdasarkan UUKW Pasal 41  : “anakyang lahir  sebagaiman dimaksud dalamPasal 4 huruf c, huruf d huruf h huruf l dananak yang diakui  atau anak angkat secarasah sebagaimana dimaksud dalam padaPasal 5 Undang-undang nomor 62 tahun1958, sebelum  Undang-undang ini
28 Pasal 59 ayat 2 UUPerkw
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diundangkan dan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin memperolehkewarganegaraaan Republik Indonesiaberdasarkan Undang-undang ini denganmendaftarkan diri kepada Menteri melaluiPejabat atau Perwakilan Republik Indonesiapaling lambat 4 (empat) tahun setelahUndang-undang ini diundangkan.Anak yang dapat mendaftarkan diriuntuk memperoleh KewarganegaranRepublik Indonesia sebagaiberikut :291. Anak yang lahir dari perkawian yangsah dari seorang ayah Warga NegaraIndonesia dan ibu Warga Negaraasing;2. Anak yang lahir dari perkawinanyang sah dari seorang ibu warganegara asing dan ibu wara NegaaIndonesia;3. Anak yang lahir di luar perkawinanyang sah dari seorang ibu warganegara asing yang diakui olehseorang ayah Warga NegaraIndonesia sebagai anaknya danpengakuan itu dilakukan ssebelumanak tersebut brusia 18 (delapanbelas) astau belum kawin;4. Anak yang dilahirkan di luar Wilayahnegara Republik Indonesia dariseorang ayah dan ibu Warga NegaraIndonesia yang karena ketentuandari negara tempat anak tersebutdilahirkan memberikankewarganegaraan kpada anak yangbersangkutan;5. Anak Warga Negara Indonesia yanglahir di luar perkawinan yang sah,belum berusia 18 (delapan belas)tahun dan belum kawin diakui secarasah oleh ayahnya yangberkewarganegaraan asing;dan6. Anak Warga negara Indonesia  yangbelum berusia 5 (lima) tahundiangkat secara sah sebagai anakoleh Warga Negara asingberdasarkan penetapan pengadilan.Tata cara Pendaftaran Bagi Anak untukmemperoleh kewarganegaran RepublikIndonesia adalah sebagai berikut :1. Pendaftaran unruk memperolehKewarganegaran Indonesia bagi anakdilakukan oleh salah seorang tua atau
29 Pasal 2  Permen Daftar
walinya dengan permohonan secaratertulis dalam bahasa Indonesiabermaterai cukup diajukan kepadaMenteri melalui Kepala PerwakilanRepublik Indonesia.302. Permohonan pendaftaran harusmelengkapi syarat-syarat pendaftaranpermohonan kewarganegaraan untukanak-anak,  adalah sebagai berikut : 31a. Fotokopi kutipan akta kelahiran anakyang disahkan oleh pejabat yangberwenang atauperwakilanRepbublik indonesia.b. Surat pernyatan dari orang tua atauwali bahwa anak belum kawin.c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataupaspor orang tua anak yang masihberlaku yang disahkan oleh pejabatyang berwenang atau perwakilanRepublik Indonesia.d. Pasphoto anak terbaru berwarnaukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam)lembar.e. Fotokopi kutipan aktaperkawinan/buku nikah atau kutipanakte perceraian/ surat talak /perceraian, akta keterangan /kutipan akte kematian salah seorangdari orang tua anak yang disahkanoleh pejabat yang berwenang atauperwakilan Republik Indonesia bagianak yang lahir dari perkawinanyang sah.f. Fotokopi kutipan akta pengakuanpenetapan pengadilan tentangpengangkatan anak  yang disahkanoleh pejabat yang berwenang atauperwakilan Republik Indonesia bagianak-anak yang diakui atau diangkat.g. Fotocopi Kartu Tanda Pendudukwarga negara asing yang disahkanoleh pejabat yang berwenang bagianak yang sudah berusia 17 tahundan bertempat tinggal diwilayahRepublik Indonesia.h. Fotokopi kartu keluarga orang tuayang disahkan oleh pejabat yangberwenang bagi anak yang belumwajib memiliki Kartu Tanda
30 Wawancara dengan Ibu JurainiSulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September2014 31 Ibid
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Penduduk yang bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia.3. Menteri memeriksa kelengkapanpermohonan pendaftaran dalam waktu14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal permohonan pendaftaranditerima, bila belum lengkap.4. Jika permohonan telah lengkap, Menterimenetapkan   keputusan memperolehkewarganegaraan Republik Indonesiadalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hati kerja terhitung sejakpermohonan pendaftaran diterima dariPejabat atau perwakilan RepublikIndonesia kepada orang tua atau walianak yang memohon pendaftaran palinglambat 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak Keputusan Menteriditerima 32Bila anak  belum memiliki pasporRepublik Indonesia,  namun telah mendapatSK WNI dari Menkumham, pihak Imigrasinantinya tetap akan memperlakukan anakhasil kawin campur ini seperti WNI lainnya.Caranya, paspor asing tersebut akandistempel tanda khusus oleh kantor Imigrasiyang menandakan dia adalah subyek dariPasal 41 UU Nomor 16 Tahun 2006. 33Paspor ini akan berlaku sampai anakberusia 18 tahun atausudah menikah. Begitu usia mereka lebihdari 18 tahun, maka merekawajib memilih kewarganegaraan RI atauasing. Jika memilih RI, makapaspor RI pun bisa terus diterbitkan. Namunkalau memilih menjadiwarga negara asing (WNA), maka RepublikIndonesia tidak akan terbitkan lagi pasporuntuk mereka.34Untuk orang yang hilangkewarganegaraannya diatur dalam PermenDaftar berdasarkan Pasal 41 danmemperoleh kembali KewarganegaraanRepublik Indonesia berdasarkan Pasal 42
32 Lihat Pasal 6 angka 1 sampai denganangka 3 Permen Daftar33 Hukum Online, Sah Jadi WNI, Anak Hasil
Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI,
www.hukumonline.com,, (diakses 23 Agustus2013) 34 Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman,SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014
Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Pasal9  Permen Daftar) menyatakan:Warga Negara Indonesia yangbertempat tinggal  diluar wilayahnegara Republik Indonesia selama5 (lima) tahun atau lebih tidakmelaporkan diri kepadaPerwakilan Republik Indonesia dantelah kehilangan kewarganegaraanRepublik Indonesia sebelumUndang-undang Nomor 12 Tahun2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia diundangkandapat memperoleh kembalikewarganegaraannya denganmendaftarkan diri di PerwakilanRepublik Indonesia dalam waktupaling lambat 3 (tiga) tahun sejakUndang-undang Nomor 12 Tahun2006 tentang kewarganegaraanRepublik Indonesia diundangkansepanjang tidak mengakibatkankewarganegaraan ganda.Tatacara pendaftaranKewarganegaraan yang telah kehilanganKewarganegaraan  Republik Indonesiaadalah sebagaiberikut : 351. WNI yang bertempat tinggal diluarwilayah negara Republik selama 5(lima) tahun atau lebih  yang tidakmelaporkan diri kepada PerwakilanRepublik Indonesia, 36 danPermohonan pendaftaran diridiajukan secara tertulis dalambahasa Indonesia kepada perwakilanRepublik Indonesia yang terdekatdengan tempat tinggal pemohon.2. Permohonan pendaftaran harusmelengkapi syarat-syarat bagi yangingin memperoleh kewarganegaranuntuk orang dewasa, adalah sebagaiberikut : 37a. Fotokopi kutipan akta kelahiranpemohon yang disahkan olehpejabat yang berwenang.b. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukatau surat keterangan bertempat
35 Ibid.36 Lihat pasal 9 Permen Daftar37 Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman,SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014
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tinggal pemohon yang disahkanoleh pejabat yang berwenang.c. Fotokopi kutipan akte kelahirandan Kartu Tanda PendudukWarga Negara Indonesia suamiatau isteri pemohon yangdisahkan pejabat yangberwenang.d. Fotokopi kutipan akteperkawinan/buku nikahpemohon  dan suami atau istriyang disahkan oleh pejabat yangberwenang.e. Surat Keterangan dari kantorImigrasi di tempat tinggalpemohon yang menerangkanbahwa pemohon telah bertempattinggal di Indonesia palingsingkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau palaing singkat 10(sepuluh) tahun.f. Surat keterangan catatankepolisian dari kepolisisantempat tinggal pemohon.g. Surat keterangan dari perwakilannegara pemohon yangmenerangkan bahwa setelahpemohon memperolehkewarganegaran RepublikIndonesia, kehilangankewarganegaran RepublikIndonesia yang bersangkutan.h. Pernyataan tertulis bahwapemohon akan setia kepadanegara kesatuan RepublikIndonesian, Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesiatahun 1945 dan akanmembelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankankewajiban yang dibebankannegara kepadanya sebagai WargaNegara Indonesia dengan tulusdan ikhlas dan pernyataankesedian menanggalkankewarganegaraan Asing.i. Pasfhoto pemohon terbaruberwarna ukuran 4X6 cmsebanyak 6 (enam) lembar.3. Kepala perwakilan RepublikIndonesia memeriksa kelengkapanpermohonana pendaftaran palinglambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonanpendaftaran diterima (Pasal 11 ayat1 Permen Daftar), bila belum lengkapKepala Perwakilan RepublikIndonesia mengembalikanpermohonan pendaftaran kepadapemohon dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak tanggal permohonanpendaftaran diterima. dan bilapernyataan pemohon lengkap.Menteri  menetapkan keputusantelah memperoleh kembalikewarganegaraaan RepublikIndonesia.4. Pemberitahuan tentang kewajibanpemohon untuk menyerahkan tandaterima pengembalian dokumen atausurat-surat keimigrasian negaraasing kepada kepala PerwakilanRebuplik Indonesia dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) harikerja terhitung sejak tanggalpemberitahuan diterima olehPemohon (Pasal 13 ayat 3 PermenDaftar).5. Kepala Perwakilan RepublikIndonesia melaporkan kepadaMenteri tentang penyerahanKeputusan Menteri (Pasal 13 ayat 4Permen Daftar). Menterimengumumkan nama orang yangtelah memperoleh kembaliKewarganegaraan RepublikIndonesia dalam Berita NegaraRepublik Indonesia. 38
2. Manfaat bagi anak dalam
perkawinan campuran.Manfaat Setelah diundangkannyaUUKW, Seluruh anak hasil kawin campuranbaik yang sah atau maupun tidak, kini bisamenjadi Warga Negara Indonesia (WNI),tidak terkecuali bagi anak hasil kawincampuran yang ibunya berasal dari luarnegeri.39Anak yang dimaksud dalam Pasal 41UUKW itu mengacu pada status anak pada
38 Pasal 14 Permen Daftar39 Wawancara dengan Ibu JurainiSulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September2014 39 Lihat pasal 9 Permen Daftar
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Pasal 4 UUKW yang ukurannya, pertama,anak yang lahir karena hasil perkawinanyang sah. Kedua, anak yang lahir dariperkawinan tidak sah. "Dan ketiga adalahanak-anak yang lahir dalam wilayah teritoriRepublik Indonesia".40Status warga negara bagi anak hasilperkawinancampuran, merupakan hal palingrevolusioner pada UU baru itu. "Dulu, bilasang ayah warga negara asing, makakewarganegaraanya mengikuti ayahnya,"kini, anak tersebut bisa menjadi WNI ataumemilih mengikuti kewarganegaraanayahnya.Menurut Menteri Hukum dan HAMHamid Awaludin, sejak diberlakukanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan, tercatat sekitar700 anak hasil perkawinan campurandisahkan WNI.41Anak hasil perkawinan campuranyang telah mendapati  SK (Surat Keputusanselanjutnya disebut SK)  KewarganegaraanIndonesia, kini bisa memiliki paspor yangditerbitkan Indonesia. Mereka pun tetapberhak memiliki dan menggunakan pasporluar negeri yang diterbitkan oleh negara asalorang tua mereka.42Paspor ini akan berlaku penuh diIndonesia, dan khusus anak yang telahdisahkan menjadi WNI, namun belummemiliki paspor Indonesia, untukmempermudah mereka bepergian ataudatang ke Indonesia, maka paspornya akandiberi tanda khusus oleh Kantor Imigrasi,yang menandakan bahwa pemilik paspor iniadalah WNI, yang baru saja disahkan olehMenkumham. Sehingga petugas Imigrasi,bisa membebaskan dan memperlakukanyang bersangkutan sebagai WNI, dan untukanak berwarganegara ganda ini bisamenggunakan paspor WNI maupun pasporasingnya hanya dalam perlakuannya petugas
40 Gatra, Ganda Campuran Anak Terbatas,Kamis 2 November 200641 Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman,SH, M.H, pada tanggal 8 September 201441 Lihat pasal 9 Permen Daftar42 Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, Op.cit.42 Lihat pasal 9 Permen Daftar.
Imigrasi tetap memperlakukannya sebagaiWNI.43 Dengan diperolehnya SK WNItersebut maka anak hasil kawin campurtersebut tidak perlu lagi mengurus visa,Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)maupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP),dan bila hendak bepergian ke luar negeri,paspor RI sudah bisa mereka peroleh darikantor Imigrasi setempat, akan tetapi jikapergi ke luar negeri dengan paspor RI,pulangnya pun harus menunjukkan pasporRI, Jangan perginya paspor RI,pulangnya paspor asing,". 44Untuk memperoleh paspor tersebut,mereka cukup datang ke kantorImigrasi dengan membawa SK WNI sertabeberapa dokumen lainnyaseperti layaknya WNI yang menguruspaspor. Paspor yang diterbitkanoleh kantor Imigrasi pun nantinya samapersis dengan paspor milikWNI lainnya.45
IV. KESIMPULAN DAN SARANBerdasarkan uraian danpembahasan, maka kesimpulan dari tulisanini adalah:1. Secara yuridis tidak disebutkan didalamUUKW tentang hak dan kewajiban anak,tetapi  secara tersirat bahwa hak anakterletak  pada saat dilahirkan  diIndonesia dianggap berkewarganegaraanRepublik  Indonesia, sehingga anaknantinya berkewarganegaraan ganda(dwi kewarganegaraan) terbatas. Hal inidilakukan untuk menjamin perlindunganhukum status anak,  dari inilah anakberkewajiban untuk memilihkewarganegaraan pada saat berumur 18Tahun atau sudah kawin, sehingga tidaklagi berkewarganegaraan ganda.2. Setelah keluarnya Undang-undang No. 12Tahun 2006 yang baru penerapanyadilakukan kepada anak dalamperkawinan campuran  dan orang-orangyang kehilangan kewarganegaraan.Setiap anak dalam perkawinan campurandapat dipastikan berhak memperolehKewarganegaraan Republik Indonesia
43 Ibid44 Ibid45 Ibid
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dan dapat memilih kewarganegaraanmenurut kehendaknya. biladibandingkan dengan Undang-undangNo. 62 Tahun 1958 anak yang dilahirkandari perkawinan campuran hakkewarganegraan mengikuti ayahnya,baik itu ayah WNA ayaupun Ayah WNI.Berdasarkan uraian danpembahasan, maka saran dari tulisan iniadalah:1. Hendaknya pada Pasal  6 UUKW yangbaru, dimana anak diizinkan memilihkewarganegaraan setelah berusia 18tahun atau sudah menikah, itu diberikemudahan untuk mendapatkankewarganegaraan Indonesia  sebelummelewati usia 18 Tahun, karena bilaanak tersebut memerlukan sekalimelakukan pemilihan kewarganegaraansebelum menikah, dan sangat terkaitdengan penentuan hukum untuk statuspersonal si anak tidak jelas (Obscuur).2. Hendaknya pemerintah memberikanpelayanan dalaum prosedurmemperoleh kewarganegaraan untukanak maupun orang yang kehilangankewarganegaraan dalam hal pengurusantidak mempersulit waktu, hal ini dapatterlihat dari Pasal 5 Permen Daftardiberi jangka 14 hari pemeriksaanpemohon kewarganegaraan danpenetapan keputusan kewarganegaraandalam waktu 30 hari sejak tanggalpermohonan pendaftaran
DAFTAR PUSTAKAAziz, A., 1989, Aspek Hukum PerlindunganAnak, USU press, MedanBadan Penyuluhan Hukum DepartemenAgama RI, Dirjen Pembinaan danPenyuluhan Agama IslamGautama, S., 1973, Segi-Segi Peraturan
Perkawinan Tjampuran, Alumni,Bandung
Marlina, dan Elvi Z., (2008), Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Yang
Melakukan Perkawinan Anak Di
Bawah Umur, Mercatoria, 1 (2):
163-175
Muhammad, A., 1993, Hukum PerdataIndonesia, Citra Aditya Bakti,BandungSubekti, R. 1990, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Jakarta, PradynaParamitha,Saleh, K.W.T., Uraian Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan, PT.Ikhtiar Baru-Van Hoefe, JakartaSimorangkir dan Rudy T.E., 2000, KamusHukum, Sinar Grafika, JakartaSudibyo, M.U., 1981, Perjuangan Untuk
Mencapai Undang-Undang
Perkawinan, Yayasan Idayu, JakartaSurakhmad, W., 1978, Dasar Dan Teknik
Research, Tarsito, BandungZulfazri, E dan Ratu A.S., Kamus LengkapBahasa Indonesia, Difa Publisher,JakartaKitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Regeling OP de Gemengele Huwelijkn(GHR/Peraturan PerkawinanCampuran).Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.Undang-undang  No. 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak.Undang-undang  No.12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan.Undang-undang  No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak.Undang-undang  No. 62 Tahun 1958 TentangKewarganegaraan.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :M.01-HL.03.01 Tahun 2006 TentangTata Cara Pendaftaran UntukMemperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia berdasarkanPasal 41 dan Memperoleh KembaliKewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkan Pasal 42Undang-Undang No. 12 Tahun 2006Tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia.Peraturan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang TataCara Menyampaikan PernyataanUntuk Menjadi Warga NegaraIndonesia.Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2007Tentang Tata Cara Memperoleh,Kehilangan, Pembatalan, dan
Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652
192
Kembali Kewarganegaraan RepublikIndonesia.Hartawan, A., Status Perkawinan Anak dariHasil Perkawinan Campuran, diakses23 Februari 2014,
http://andreanhartawan-
ngeblogs.blogspot.com/2011/11/stat
us-kewarganegaraan-anak-dari-
hasil.html,Hukum  Online, Sah Jadi WNI, Anak Hasil
Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor
RI, diakses 23 Agustus 2013,
http://hukumonline.com.,Gatra, Ganda Campuran Anak Terbatas,Kamis 2 November 2006
